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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, 

maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Peningkatan 

Kesadaran Hukum di Kota Administrasi Jakarta Utara secara umum sudah 

berjalan dengan baik, meskipun masih ada aspek yang dilaksanakan 

kurang maksimal. Beberapa hal perlu diperbaiki agar kedepannya dapat 

dilaksanakan dengan lebih baik. Berikut ini kesimpulan yang penulis 

sampaikan berdasarkan aspek penelitian: 

1. Aspek persiapan: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara telah 

melakukan langkah yang cukup baik, antara lain mempelajari data-

data pelanggaran yang dirangkum oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Administrasi Jakarta Utara, berkoordinasi dengan lurah dan 

camat yang berperan sebagai pemimpin wilayah untuk mempelajari 

alasan-alasan masyarakat melakukan pelanggaran, dan kendala 

yang dialami lurah atau camat dalam mengelola masyarakat di 

wilayahnya. Namun dalam tahap persiapan ditemui masalah seperti 

beberapa warga yang diundang tidak bisa hadir karena bersamaan 

dengan jam kerja mereka. Selain itu anggaran yang membiayai 

program ini sangat terbatas jumlahnya. Sehingga menyebabkan 

kecilnya frekuensi penyuluhan per tahunnya. 
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2. Aspek implementasi: implementasi Program Peningkatan Kesadaran 

Hukum telah dilakukan dengan baik. Program dilaksanakan dalam 

bentuk penyuluhan dan simulasi lomba. Bentuk pelaksanaan seperti 

ini sudah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 

2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Materi yang disampaikan 

juga sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yakni Bantuan 

Hukum Bagi Orang Miskin, Perda 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban 

Umum, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Materi Bantuan 

Hukum Bagi Orang Miskin merupakan hal baru bagi masyarakat. 

Sedangkan materi tentang ketertiban umum menyegarkan kembali 

ingatan masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan untuk 

menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Materi mengenai 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan hal yang 

dibutuhkan masyarakat. Meskipun demikian, materi penyuluhan 

yang diberikan masih dalam narasi yang formal, sehingga kurang 

dapat diterima dengan cepat oleh peserta penyuluhan. Pembicara 

yang hadir meskipun tidak diragukan lagi kemampuannya, tetapi 

cara membawakannya masih terlalu resmi, sehingga peserta 

sungkan untuk bertanya ataupun aktif berinteraksi di dalam proses 

penyuluhan. 

3. Aspek evaluasi: evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana program ini 

yaitu Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara, 
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kurang maksimal dilaksanakan, karena yang dievaluasi baru sebatas 

implementasi program. Meskipun demikian, tim evaluasi juga telah 

menyusun Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan 

Kesadaran Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 

2019. Dalam Laporan Evaluasi tersebut dilaporkan bahwa, ketika tim 

evaluasi berkunjung ke masyarakat (setelah program penyuluhan 

selesai), tim masih menemukan adanya pelanggaran ketertiban 

umum yang dilakukan oleh masyarakat, seperti memarkir mobil di 

badan jalan. Memang belum tentu si pelaku adalah alumni dari 

kegiatan penyuluhan. Namun tim memandang perlu adanya 

koordinasi di semua lini sebagai upaya preventif agar ketidaktertiban 

dalam masyarakat dapat ditekan jumlahnya. Sehingga bila masih 

ditemukan adanya ketidaktertiban dalam masyarakat, tim akan 

memasukkan temuan ini dalam Laporan Evaluasi Pelaksanaan 

Program Peningkatan Kesadaran Hukum. 

 

B. Saran 

Dari kesimpulan penelitian, penulis mencoba mengajukan saran 

sebagai berikut: 

1. Aspek persiapan: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara perlu 

menyiapkan kegiatan sosialisasi dengan cakupan warga yang lebih 

luas dan frekuensi yang lebih banyak, dengan waktu penyuluhan 

yang disesuaikan dengan ketersediaan waktu anggota masyarakat, 
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misalnya malam hari. Dengan adanya keterbatasan sumber daya 

anggaran, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara perlu 

menyiapkan upaya inovasi pelaksanaan kegiatan. Inovasi tersebut 

diharapkan dapat mengakomodir keterbatasan sumber daya 

anggaran, misalnya penyuluhan direncanakan dalam bentuk 

talkshow atau video singkat melalui media sosial. Upaya inovasi ini 

tentunya perlu dimasukkan dalam dokumen perencanaan. 

2. Aspek implementasi: salah satu cara agar sebuah merek tertanam 

dalam pikiran konsumen adalah dengan membuat merek tersebut 

ada dimana saja dan kapan saja. Sejalan dengan hal tersebut, agar 

peraturan/kebijakan pemerintah tertanam dalam pikiran dan hati 

masyarakat, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara 

dalam mengemas penyuluhan hukum sebagai cara pembentukan 

brand awareness peraturan, perlu melaksanakan penyuluhan hukum 

secara besar-besaran, agar dapat menjangkau masyarakat lebih 

luas lagi, mudah diakses kapan saja dan dimana saja. Agar hal 

tersebut dapat terwujud, maka media yang digunakan dalam 

memberikan penyuluhan dapat diganti dengan menggunakan media 

sosial. Kekuatan media sosial yang dapat dijangkau dimana saja 

menjadi keunggulan utama penyebarluasan peraturan. Selain itu 

penyuluhan dalam bentuk talkshow (via Youtube) atau video singkat 

(via Instagram atau Tiktok) dapat menjadi alternatif format 

pelaksanaan penyuluhan, karena mudah diakses. Adapun 
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penyuluhan dalam bentuk konvensional (tatap muka) tetap dapat 

dilaksanakan dengan frekuensi yang lebih sedikit dan dilakukan 

dengan sesi diskusi yang lebih dominan dan dalam suasana yang 

tidak terlalu formal. Selain itu narasumber dalam penyuluhan bisa 

diisi dengan influencer sehingga materi dapat dengan mudah 

dimengerti oleh masyarakat, karena masyarakat tertarik untuk 

mendengarkan.  

3. Aspek evaluasi: pimpinan di Bagian Hukum selaku pelaksana 

Program Peningkatan Kesadaran Hukum Tingkat Kota Administrasi 

Jakarta Utara hendaknya mengevaluasi secara menyeluruh, tidak 

hanya mengevaluasi saat implementasi, tapi juga melakukan 

evaluasi tahap perencanaan. Sehingga hasil evaluasi tersebut dapat 

menjadi bahan utama dalam menyusun perencanaan dan persiapan 

implementasi program serupa di masa yang akan datang. Selain itu 

perlu ditingkatkan pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama 

dalam upaya preventif untuk menekan jumlah ketidaktertiban yang 

dilakukan oleh masyarakat. Sehingga keluaran akhir dari Program 

Peningkatan Kesadaran Hukum ini, yakni tercapainya ketertiban 

dalam masyarakat dapat tercapai. 
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